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BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR S5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

Mengingat : 1.

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, maka perlu
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo



10.

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3965);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan }{
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2005 Nomor 138, ﬂ(

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

f



18.

19,

20.

21.

22.

23.

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan

Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 874 }); {



31.

32.

33.

Memperhatikan: 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah { Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171});

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6 );

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 56
Tahun 2016  tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
2016 Nomor 609 ).

Keputusan  Gubernur Nomor: 317/29/X/2017
Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan
Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun Anggaran 2017;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
Persetujuan DPRD  Kabupaten Boalemo Atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan
Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 Menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Boalemo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

sebagai berikut :

1. Pendapatan.

789.842.218.875,-
64.321.194.081,-

854.163.412.956,-

776.913.718.875,-
149.305.500.814 .40~

a. Semula Rp.
b. Bertambah/ berkurang Rp
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.
2. Belanja
a. Semula Rp.
b. Bertambah/ berkurang Rp.
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp.

2) Bertambah /berkurang Rp

926.219.219.689,40, -
(72.055.806.733.40,-)

571.500.000,-
89.734.306.733.40,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.

2) Bertambah/ berkurang Rp

90.305.806.733.40,-

13.500.000.000,-
4.750.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan neto setelah

perubahan Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp.
Pasal 2

18.250.000.000,-

72.055.806.733.40,-

0.00,-

{1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula Rp.
2) Bertambah/ berkurang Rp.

35.801.410.875,-
28.070.247 .481,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah

Perubahan Rp.

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp.
2) Bertambah/ berkurang Rp.

63.871.658.356,-

663.447.410.000,-
30.640.229.000, -

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan Rp.

694.087.639.000,-



c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 90.593.398.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 5.610.717.600,-
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 96.204.115.600,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah :

1) Semula Rp. 4.885.018.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 495.982.000,-
Jumilah Pajak daerah setelah
Perubahan Rp. 5.381.000.000,-
h. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 2.344.169.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 50.000.000,-
Jumlah Retribusi daerah setelah
Perubahan Rp. 2.394.169.000,-
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
1) Semula Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 356.013.790.-

Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 5.356.013.790,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 23.572.223.875,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 27.168.251.691 -
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 50.740.475.566,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Transfer Umum

1) Semula Rp. 472.604.092.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. (8.830.012.000,-)
Jumlah Dana Transfer Umum
setelah Perubahan Rp. 463.774.080.000,-
e. Dana Transfer Khusus
1} Semula Rp. 190.843.318.000,-
2) Bertambah/ berkurang 470.241, -
Jumlah Dana Transfer Khusus
setelah Perubahan Rp. 230.313.559.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 1.737.200.000,-
2) Bertambah/ berkuramg Rp. 5.110.717.600,-
Jumlah Dana pendapatan lainnya
Setelah perubahan Rp. 6.847.917.600,-

{



b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah

lainnya :
1} Semula Rp. 15.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan : Rp. 15.000.000.000,-
¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 73.688.198.000,-
2} Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus
setelah perubahah Rp. 73.688.198.000,-

d. Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemerintah
Daerah Lainnya

1} Semula Rp. 168.000.000,-
2} Bertambah/ berkuramg Rp. 500.000.000,-
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus
Setelah perubahan Rp. 668.000.000,-
Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 407.872.530.910,-

2) Bertambah/ berkurang Rp. 34.913.335.460.75,-
Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan : Rp. 442.785.866.370,75,-

b. Belanja langsung

1} Semula Rp. 369.041.187.965,-

2} Bertambah/ berkurang Rp. 114.392.165.353,65,-
Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 483.433.353.318,65,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 295.912.407.978,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 29.167.134.008,75,-
Jumlah Belanja pegawai
setelah perubahan : Rp. 325.079.541.986,75,-
b. Belanja bunga
1} Semula Rp. 5.000.0006.000,-
2} Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-
Jumilah belanja bunga
setelah perubahan : Rp. 5.000.000.000,-
c. Belanja hibah :
1) Sermnula Rp. 12.246.240.500,-

2) Bertambah/ berkurang Rp. 3.538.503.452,-




Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 15.784.743.952,-
d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
& Pemerintah Desa :
1} Semula Rp. 93.713.882.432,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 2.207.698.000,-
JumlahbelanjabantuankeuangankepadaProvinsi/
Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa

setelah perubahan Rp. 95.921.580.432,-
e. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan : Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari :
a. Belanja pegawali :

1) Semula Rp. 50.796.973.563,-
2) Bertambah /berkurang Rp. 3.675.505.612,-
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan : Rp. 54.472.479.175,-
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp.137.281.813.052,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 48.491.612.964,-
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp.185.773.426.016,-
c. Belanja modal
1) Semula Rp.180.962.401.350,-
2) Bertambah/ berkurang Rp._62.225.046.777,65,-
Jumlah belanja modal
setelah perubahan : Rp. 243.187.448.127,65,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3}
terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula Rp. 571.500.000,-

2) Bertambah/ berkurang Rp 89.734.306.733,40,-
Jumlah penerimaan
setelah perubahan : Rp. 90.305.806.733,40,-

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1). Semula Rp. 13.500.000.000.-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 4.750.000.000,-
Jumlah pengeluaran j

setelah perubahan Rp. 18.250.000.000,-

f



(2} Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula

2} Bertambah/ berkurang

Rp. 971.500.000,-
Rp 89.734.306.733,40,-

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

Rp. 90.305.806.733,40,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b

terdiri dari :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula

Rp. 0.00,-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 4.750.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah

perubahan

Rp. 4.750.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula

Rp. 13.500.000.000,-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-~
Jumlah pengeluaran setelah

perubahan

Rp. 13.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

. Lampiran 1l

Lampiran IV

Lampiran V

. Lampiran VI

. Lampiran VII
. Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Oganisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program
dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per jabatan ;

Daftar Perubahan Piutang Daerah ;

Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah; f

{



9. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Belanja
Daerah Dalam APBD;
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 11 Oktober 2017

=
U

?/BUPATI BOA
/

—

 A—
[DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 11 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS UPATEN BOALEMO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 95)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR ; (5/48/2017)




